

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN


2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini didasarkan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1.
	Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Tiket Kereta Api di Stasiun Bandung.

Seruni Retna, Ikeu Kania Universitas Garut
(2019)
	· Metode Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
· Teori	Kualitas Pelayanan	yang digunakan Parasuraman (dalam Tjiptono, 2011 : 174)
1) Tangible (Bentuk Fisik)
2) Reliability
(Reliabilitas)
3) Assurance
(Jaminan)
4) Responsivenes
(Daya Tanggap)
5) Empathy (Empati)
	· Lokasi Penelitian di Stasiun Bandung.
· Teori Kinerja yang digunakan yaitu Mahmudi (2015:155).
1) Konsistensi
2) Dapat diperbandingkan
3) Jelas
4) Dapat di kontrol
5) Kontinjensi
6) Komperhensif
7) Fokus
8) Relevan
9) Realistis
· Output penelitian yaitu berdasarkan	hasil rekapitulasi kriteria item pada variabel
kualitas pelayanan tiket kereta api di Stasiun Bandung besarnya pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan sudah baik, dengan besaran pengaruh	26,16%
sedangkan	73,84% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti.
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	2.
	Pengaruh Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa

Ainun Jariah Universitas
Muhammadiyah Makassar (2022)
	Metode Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
	· Lokasi	Penelitian	yang digunakan	yaitu	Desa Bontoloe			Kecamatan Bontolempengan Kabupaten Gowa.
· Teori Kinerja yang digunakan yaitu Kasmir (2015 : 208)
1) Kualitas
2) Kuantitas
3) Waktu
4) Biaya
5) Pengawasan
· Output penelitian yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan dan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa bukan hanya dari kinerja pegawai saja yang mempengaruhi pelayanan masyarakat akan tetapi masih terdapat variabel
lain yang mempengaruhi pelayanan masyarakat.

	3.
	Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka

Dara Triana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon (2019)
	· Metode Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
· Teori		Kualitas Pelayanan			yang digunakan Parasuraman (dalam	Tjiptono, 2011 : 174)
1) Tangible (Bentuk Fisik)
2) Reliability
(Reliabilitas)
3) Assurance
(Jaminan)
4) Responsivenes
(Daya Tanggap)
5) Empathy (Empati)
	· Lokasi penelitian di Kantor	Kecamatan
Kadipaten Kabupaten Majalengka.
· Teori kinerja pegawai yang digunakan yaitu Wirawan (2012 : 54).
1) Hasil kerja
2) Perilaku Kerja
3) Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
· Output penelitiannya yaitu ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yaitu sebesar 0,04% dan selebihnya yaitu 99,96% yang
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	dipengaruhi variabel lain (variabel residu) yang tidak teridentifikasi.

	4.
	Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Yunyun Ratna H, Eki Dudi Darmawan, dan Jaka Sudewa
Politeknik Piksi Ganesha Bandung dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia
(2021)
	· Metode Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
· Teori	Kualitas Pelayanan yang
digunakan yaitu Zeithaml dkk (1990) (dalam Hardiansyah 2011:51).
1) Tangible (Bentuk Fisik)
2) Reliability
(Reliabilitas)
3) Assurance
(Jaminan)
4) Responsivenes
(Daya Tanggap)
5) Empathy (Empati)
	· Lokasi penelitian di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung.
· Teori kinerja karyawan yang digunakan Robbins (2006:260).
1) Kualitas kerja
2) Kuantitas kerja
3) Ketepatan waktu
4) Efektivitas
5) Kemandirian
· Output penelitian yaitu berdasarkan	hasil
perhitungan				Rank Spearman diperoleh hasil koefisien korelasi sebesar 0,87 hal ini menunjukan bahwa	kinerja		pegawai dengan kualitas pelayanan administrasi kependudukan					di Kecamatan	Margahayu Kabupaten		Bandung memiliki hubungan yang
Sangat Erat.

	5.
	Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan di
Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung

Trio Dora Wanda Mananeke, Joyce J. Rares, Deysi Tampongangoy Universitas Sam Ratulangi (2019)
	· Metode Penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif.
· Teori	kualitas pelayanan yang
digunakan	yaitu Zeithaml, Parasuraman,		dan Berry (1990).
1) Tangible	(Bentuk Fisik)
2) Reliability
(Reliabilitas)
3) Assurance
(Jaminan)
4) Responsivenes
(Daya Tanggap)
5) (Empati)
	· Lokasi Penelitian di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung.
· Teori kinerja yang digunakan Mangkunegara (2009:75).
1) Kualitas
2) Kuantitas
3) Pelaksanaan tugas
4) Tanggung jawab
· Output penelitian yaitu Melalui penelitian ini dapat diketahui kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penentu kualitas pelayanan khususnya di Puskesmas Kecamatan Lembeh Utara






	
	
	
	Kota	Bitung.	Kinerja Pegawai merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam pencapaian hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai seseorang lewat pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah dibebankan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan keahlian dimiliki dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.




2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kinerja Pegawai

2.2.1.1 Definisi Kinerja

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.
Kinerja berasal dari kata performance. Performance berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukkan (entries):
1) memasukkan, menjalankan, melaksanakan;
2) memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar;
3) menggambarkan suatu karakter dalam suatu permainan;
4) menggambarkannya dengan suara atau alat musik;
5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab;
6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan;
7) memainkan musik;
8) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (Haynes, dalam Sinambela, 2012 : 5).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai



dengan moral dan etika (Prawirosentono, dalam Sinambela 2012 : 5). Bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya.

Berdasarkan kutipan dari jurnal yang berjudul Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Kota Cirebon menyatakan bahwa :
“Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Kinerja organisasi juga ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.”

Menurut Rivai dan Basri (dalam Sinambela 2012 : 6) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut Mangkunegara (2013 : 67) Kinerja merupakan hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
Kinerja berkaitan dengan hasil kerja seseorang pegawai, sedangkan secara lebih luas, bahwa kinerja menyangkut bagaimana melaksanakan tugas tersebut dikaitkan dengan sikap kerjanya. Kinerja pegawai mempunyai korelasi yang kuat dengan optimalisasi pengelolaan dan pencapaian pemerintah. Pegawai yang mempunyai kerja tinggi akan mampu menghasilkan output dan outcome yang diharapkan.



Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi karena dari kinerja itulah suatu organisasi akan mendapatkan hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

2.2.1.2 Definisi Kinerja Pegawai

Kinerja pegawai merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan operasional.
Kinerja pegawai menjadi bagian penting untuk melaksanakan program-program kegiatan dengan maksimal. Secara mendasar, Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan/peninjauan kinerja, penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukuman. Kinerja menunjukan pencapaian target kerja yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.
Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk (2012: 5), mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui sebarapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Menurut Mangkunegara, 2002 (dalam Zaenal dan Muhibudin Wijaya, 2016 : 52) mengemukakan bahwa kinerja pegawai (prestasi kerja) adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.



2.2.1.2 Dimensi Kinerja

Dimensi kinerja adalah unsur-unsur dalam pekerjaan yang menunjukkan kinerja. Untuk mengukur kinerja, dimensi-dimensi kinerja dikembangkan menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja digunakan untuk mengembangkan instrumen evaluasi kinerja yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja seorang pegawai. Pengembangan dimensi dan indikator kinerja dilaksanakan melalui job analysis atau analisis pekerjaan.
Secara umum, Wirawan (2012 : 54) mengemukakan bahwa dimensi kinerja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan.
1. Hasil Kerja
Hasil kerja adalah keluaran kerja dalam bentuk barang dan jasa yang dapat dihitung dan diukur kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas berhubungan dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan apakah sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kualitas berhubungan dengan hasil output pekerjaan yang secara nyata dapat terlihat, misalnya ketepatan hasil dan kerapihan hasil pekerjaan.
2. Perilaku Kerja
Ketika berada ditempat kerjanya, seorang karyawan mempunyai dua perilaku, yaitu perilaku pribadi dan perilaku kerja. Perilaku pribadi adalah perilaku yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sedangkan perilaku kerja adalah perilaku karyawan yang ada hubungannya dengan pekerjaan.
3. Sifat Pribadi
Sifat pribadi adalah sifat karyawan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai manusia, karyawan mempunyai banyak sifat pribadi yang dibawa sejak lahir dan diperoleh ketika dewasa dari pengalaman kerjanya. Untuk melaksanakan suatu jenis pekerjaan, diperlukan sifat pribadi tertentu. Suatu pekerjaan hanya dapat dikerjakan oleh seorang karyawan jika mempunyai sifat pribadi tertentu. Sifat



pribadi dinilai dalam kinerja hanya sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan.


[image: ]Indikator Kinerja

Indikator kinerja   menurut   LAN-RI   (1999)   adalah   ukuran

kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).
Indikator kinerja pegawai di ukur berdasarkan kriteria tertentu. Menurut T.R. Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2014 : 51) indikator kinerja meliputi:
1) Kualitas Kerja (Quality of work)
2) Komunikasi (Communication)
3) Kecepatan (Promptness)
4) Kemampuan (Capability)
5) Inisiatif (Intiative)

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1) Kualitas Kerja (Quality of work), yaitu kualitas pekerjaan yang dihasilkan dapat memuaskan bagi penggunanya atau tidak, sehingga hal ini dijadikan sebagai standar kerja.
2) Komunikasi (Communication), yaitu kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dengan baik kepada konsumen.
3) Ketepatan Waktu (Promptness), yaitu ketepatan bekerja yang diukur oleh tingkat waktu, sehingga pegawai dituntut untuk bekerja cepat dalam mencapai kepuasan dan peningkatan kerja.



4) Kemampuan (Capability), yaitu kemampuan dalam melakukan pekerjaan semaksimal mungkin.
5) Inisiatif (Intiative), yaitu setiap pegawai mampu menyelesaikan masalah pekerjaannya sendiri agar tidak terjadi kemandulan dalam pekerjaan.
Menurut Lenvin ne (dalam Zaenal dan Muhibudin Wijaya, 2016:56) indikator kinerja meliputi :
1) Responsiveness atau responsivitas, yaitu mengukur daya tanggap providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan customers.
2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3) Acountability atau akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan besarnya tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran eksternal yang ada pada masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.


2.2.1.4 Faktor-Faktor Kinerja

Secara teori terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Menurut Simamora (2007 : 15) bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:
1) Faktor individual (kemampuan dan keahlian, latar belakang, demografi)
2) Faktor      psikologi      (persepsi,      attitude,      personality,
pembelanjaan, motivasi)
3) Faktor organisasi (sumber daya, kepemimpinan, penghargaan
(reward), struktur, desain pekerjaan (job design).



Menurut Sedarmayanti (2014 : 189) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Kinerja Pegawai Kantor Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Bontoloe Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa : 2022, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kerja antara lain:
1) Kemampuan dan keahlian
2) Pengetahuan
3) Rancangan kerja
4) Kepribadian
5) Motivasi kerja
6) Kepemimpinan
7) Gaya kepemimpinan
8) Budaya organisasi
9) Kepuasan kerja
10) Lingkungan kerja
11) Loyalitas
12) Komitmen
13) Disiplin kerja


2.2.2 Kualitas Pelayanan

2.2.2.1 Definisi Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan adalah landasan utama untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Dalam hal ini perusahaan dapat dikatakan baik jika mampu menyediakan barang atau jasa sesuai dengan keinginan pelanggan. Kualitas produk dan kinerja layanan yang baik akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepuasaan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai tingkat kepuasan konsumen. Dimana hal tersebut diperoleh dengan cara membandingkan jenis pelayanan satu dengan pelayanan lain yang sejenis. Sehingga, konsumen dapat mengetahui perbandingan tingkat kualitas pelayanan antara perusahaan



A dan B. Kualitas Pelayanan dianggap baik apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, sementara jika melebihi apa yang diharapkan konsumen, maka dapat dikatakan pelayanan sangat memuaskan.
Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terdapat dua pihak yang berperan. Pertama, adalah pihak yang melayani masyarakat atau organisasi yang memberikan pelayanan, dalam hal ini pelayanan administrasi disebut birokrasi. Kedua, pihak yang dilayani atau pihak yang menerima pelayanan (individu atau lembaga). Pihak yang dilayani mempunyai persepsi atau yang dijanjikan (berupa kinerja pelayanan) sedangkan pihak yang melayani mempunyai ekspektasi yaitu harapan. Sedangkan yang dikutip dari beberapa ahli adalah sebagai berikut:
Pengetian kualitas pelayanan menurut Lembaga Administrasi Negara (dalam Hardiansyah, 2018: 40) adalah :
“Sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.”

Pengertian	kualitas menurut Fandy Tjipno, 1995 (dalam Hardiansyah, 2018 : 40) adalah :
1) Kesesuaian dengan persyaratan;
2) Kecocokan untuk pemakaian;
3) Perbaikan berkelanjutan;
4) Bebas dari kerusakan atau cacat;
5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat;
6) Melakukan segala sesuatu secara benar;
7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.






Menurut Ibrahim, 2008 (dalam Hardiansyah, 2018 : 40), menyatakan bahwa :
“Kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.”

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan adalah segala bentuk kegiatan yang memuaskan pelanggan atau sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan guna memenuhi harapan pelanggan.

2.2.2.2 Definisi Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa :

“Pelayanan publik adalah sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan publik”.

Menurut Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007 (dalam Hardiansyah, 2018 : 11) menyatakan bahwa:
“Pelayanan publik adalah ai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.”



Sedangkan menurut Thoha, 2001 (dalam Hardiansyah, 2018 : 15) menyatakan bahwa :
“Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat”.


2.2.2.3 Unsur-Unsur Pelayanan Publik

Unsur–unsur Pelayanan Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2015 : 8) yang menjadi unsur-unsur dalam pelayanan adalah :
a. Sistem, prosedur, dan metode.
Dalam pelayanan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
b. Personil
Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
c. Sarana dan prasarana
Dalam pelayanan diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan. Misalnya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya.
d. Masyarakat sebagai pelanggan
Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.


2.2.2.4 Asas-Asas Pelayanan Publik

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya secara



niscaya membutuhkan asas-asas pelayanannya. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.
Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63/2003 sebagai berikut :
a. Transparansi. Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak. Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak.



Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :
a. Kepentingan Umum;

b. Kepastian Hukum;

c. Kesamaan Hak;

d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan Perlakuan/ Tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas

j. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan Waktu; dan

l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.


2.2.2.5 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik

Untuk menciptakan kepuasan kepada masyarakat, setiap organisasi harus memiliki prinsip-prinsip yang mengarah kepada penyempurnaan kualitas organisasi. Prinsip Pelayanan umum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, ada sepuluh prinsip yaitu sebagai berikut :



a. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b. Kejelasan

Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik; unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
d. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

e. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
f. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.



g. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
h. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapih, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parker, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.2.2.6 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan.



Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen meningkatkan kualitas pelayanan.
Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:
1) Prosedur Pelayanan;

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan.
2) Waktu Pelayanan;

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3) Biaya Pelayanan;

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan.
4) Produk Pelayanan;

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.



5) Sarana dan Prasarana;

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6) Kompetensi Petugas Pelayanan.

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
2.2.2.7 Dimensi Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan beberapa dimensi atau atribut-atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan. Menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiansyah 2018 : 46), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu :
1. Berwujud (Tangible);
2. Kehandalan (Reliability);
3. Daya Tanggap (Responsiveness);
4. Jaminan (Assurance);
5. Empati (Empathy).

Adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Berwujud (Tangible);

Tangibles merupakan bukti fisik dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan.



2. Kehandalan (Reliability);

Reliability atau keandalan merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun bila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.
3. Daya Tanggap (Responsiveness);

Responsiveness atau daya tanggap merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.
4. Jaminan (Assurance);

Assurance atau jaminan merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko



ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Jadi komponen dari dimensi ini terdiri dari kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, prestasi dan lain-lain.
5. Empati (Empathy).

Empathy merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.

2.2.2.8 Hambatan-Hambatan Dalam Kualitas Pelayanan

Melakukan suatu hal, tentu tidak semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, seperti halnya di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan, pasti ada saja hambatan-hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.



Misalnya hambatan dari masalah kenyamanan pada tempat melakukan pelayanan ataupun hambatan lainnya yang dapat menghambat proses pelayanan publik bagi masyarakat pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Seperti yang dikemukakan oleh Master (dalam Sinambela, 2012 : 7) bahwasannya terdapat berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, antara lain:
1. Ketiadaan komitmen dari manajemen.
2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurang pahaman tentang manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani.
3. Ketidak	mampuan	aparatur	mengubah	kultur	yang mempengaruhi kualitas manajemen pelayanan pelanggan.
4. Ketidaktepatan	perencanaan	manajemen	kualitas	yang dijadikan pedoman dalam pelayanan pelanggan.
5. Pendidikan	dan	pelatihan	yang	berkelanjutan	belum dioptimalkan.
6. Ketidaksesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan.
7. Ketidakcukupan sumber daya dan dana.
8. Ketidaktepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi karyawan.
9. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan, baik internal maupun eksternal.
10. Ketidaktepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama.


2.2.2.9 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik

Dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, sebagai berikut:
1. Motivasi kerja aparat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
2. Pengawasan masyarakat yang meliputi komunikasi dan nilai masyarakat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.



3. Perilaku	birokrasi	sebagai	variable	bebas	berpengaruh terhadap kualitas layanan.
4. Implementasi	kebijakan	pelayanan	terpadu	berpengaruh terhadap kualitas pelayanan sipil.
5. Perilaku birokrasi secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
6. Kinerja birokrasi berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.
7. Kontrol sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pelayanan civil.
8. Implementasi kebijakan tata ruang mempunyai hubungan korelasi yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.
9. Terdapat pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai.
10. Perilaku aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas layanan publik.
11. Motivasi kerjaa parat yang meliputi dimensi kebutuhan, penghargaan, insentif dan keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
12. Kemampuan aparatur memberikan pengaruh lebih besar daripada perilaku aparatur terhadap kualitas pelayanan.
13. Pengalaman memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan.



14. Tanggung jawab memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
15. Komunikasi,	disposisi	dan	struktur	birokrasi	yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan.
2. 3 Kerangka Pemikiran

Kinerja pegawai merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif maupun negatif dari suatu kebijakan operasional.
Menurut Sinambela, dkk (2012 : 5) mengemukakan bahwa kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui sebarapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksankan tugas yang dibebankan kepadanya.
Indikator kinerja pegawai di ukur berdasarkan kriteria tertentu. Menurut T.R. Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2014 : 51) indikator kinerja meliputi:
1) Kualitas Kerja (Quality of work)
2) Komunikasi (Communication)
3) Kecepatan (Promptness)
4) Kemampuan (Capability)
5) Inisiatif (Intiative)

Kinerja pegawai yang dapat terpenuhi maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan, sehingga tujuan dari organisasi itu akan tercapai yaitu memberikan sebuah pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya



Sinambela dkk, 2006 (dalam Hardiansyah, 2018 : 36) memberikan pengertian tentang kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.
Menurut Zeithaml dkk, 1990 (dalam Hardiansyah 2018 : 46), memberikan pendapat bahwasannya ada lima dimensi dalam mengukur kualitas pelayanan publik , yaitu:
1. Berwujud (Tangible);
2. Kehandalan (Reliability);
3. Daya Tanggap (Responsiveness);
4. Jaminan (Assurance),
5. Empati (Empathy).

Maka setelah adanya uraian di atas kerangka pemikiran penelitian “Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1)” di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2. 4 Hipotesis

Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
“Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon”
Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut :

𝐻0 (HipotesisNol) 𝑟𝑥𝑦 hitung < 𝑟𝑥𝑦 table	: “Tidak ada pengaruh yang

positif dan signifikan anatar kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas	Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon”
𝐻𝑎 (HipotesisAltenatif) 𝑟𝑥𝑦 hitung ≥ 𝑟𝑥𝑦 table        : “ Ada pengaruh yang positif

dan signifikan antar kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon”.
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